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Latar 1 : Kuisioner Penelitian 
 

DAFTAR PERTANYAAN 
 

A. IDENTITAS RESPONDEN 
 

1. Nama : 
 

2. Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan 
 

3. Status : Menikah Belum Menikah 
 

4. Usia : < 30 tahun 31-40 tahun 
 

41-50 tahun > 50 tahun 
 

5. Pendidikan Terakhir : SMA/Sederajat D3 S1 
 

S2 Lainnya 
 
 
 

B. PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER 
 

Berilah tanda () pada kolom jawaban yang telah disediakan sesuai dengan 

keadaan dan pendapat anda yang sesungguhnya. 

Keterangan : 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

N = Netral 

TS = Tidak Setuju 

KS = Kurang Setuju 
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AKUNTABILITAS (X1) 
No Pertanyaan SS S N TS KS 
Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan 
1. Anggaran yang dirancang dan ditetapkan DPRD 

sesuai dengan realisasinya serta mempunyai 
kepentingan publik dan sesuai dengan 
standar yang telah di tetapkan. 

     

Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan 
kegiatan, mekanisme pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban, dan 
pengawasan 
2. Bersedia disanksi apabila pelaksanaan program- 

program tidak dirasakan manfaatnya oleh 
masyarakat. 

     

3. Pimpinan dan pegawai 
mempertanggungjawabkan hasil dari suatu 
program/ kegiatan/ proyek/ yang telah dilakukan 
. 

     

4. Melakukan analisis keuangan setiap kegiatan 
atau program selesai dilaksanakan. 

     

5. Penggunaan dana anggaran didasarkan atas 
hukum dan aturan yang berlaku 

     

Sumber : (Tonnaya, 2019) 
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FUNGSI PENGAWASAN (X2) 
No Pertanyaan SS S N TS KS 
Adanya langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan pengawasan kinerja 
keuangan dengan mengacu pada SAP 
1. Langkah-langkah dalam melaksanakan 

pengawasan harus berlandaskan standar 
akuntansi pemerintahan dalam 
meningkatkan efektifitas fungsi pengawasan 
kinerja keuangan 

     

Adanya pengetahuan dan pemahaman mengenai SAP untuk melaksanakan 
fungsi pengawasan terhadap kinerja keuangan 
2. Pimpinan dan pegawai harus memiliki 

pemahaman dan pengalaman yang memadai 
tentang standar akuntansi pemerintahan untuk 
melaksanakan fungsi pengawasan terhadap 
kinerja keuangan 

     

Adanya tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan pada pengelolaan 
keuangan 
3. Hasil dari pengawasan kinerja keuangan yang 

dillakukan dengan mengacu pada SAP di 
implementasikan dengan baik dan penuh 
tanggung jawab. 

     

4. Pengawasan kinerja keuangan pemerintahan 
yang dilakukan didasarkan pada prinsip 
transparansi yang di atur dalam SAP 

     

Sumber : (Rahma Yulianti et al., 2022) 
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VALUE FOR MONEY (X3) 
No Pertanyaan SS S N TS KS 
Efektifitas pelayanan publik tepat sasaran 
1. Melaksanakan kegiatan program kegiatan yang 

dapat memberikan hasil yang lebih baik dengan 
biaya terendah dan tercapainya tujuan. 

     

Meningkatnya mutu pelayanan publik 
2. Meningkatnya mutu pelayanan dan pelayanan 

tepat pada sasarannya. 
     

Meningkatkan kesadaran akan pengelolaan dana publik 
3. Menghasilkan output yang maksimal dengan 

sumber dana yang dimiliki. 
     

4. Malakukan pengadaan sumber dana sesuai 
kebutuhan. 

     

Sumber : (Ahmad, 2019) 
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PELAKSANAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (Z) 
No Pertanyaan SS S N TS KS 

Adanya regulasi dan kemampuan pengelola dalam menerapkan Standar 
Akuntansi Pemerintahan 
1. Pencatatan aset telah didukung dengan bukti- 

bukti sesuai ketentuan. 
     

2. Laporan realisasi anggaran telah didukung 
dengan bukti-bukti sesuai ketentuan. 

     

3. Pengelola laporan keungan memiliki 
pengetahuan mengenai standar akuntansi 
pemerintah. 

     

4. Pengelola laporan keungan dapat memahami 
sesuai ketentuan. 

     

Sumber daya manusia, sistem dan sarana pendukung dalam menerapkan 
penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
5. Pengelola keuangan telah memahami 

penatausahaan keuangan sesuai ketentuan 
     

6. Informasi yang disajikan dengan jujur dan terbuka 
. 

     

Sumber : (Supraja et al., 2019) 
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KINERJA KEUANGAN (Y) 
No Pertanyaan SS S N TS KS 
relevant (Relevan) 
1. Banyaknya tugas pemeriksaan kinerja keuangan 

pemerintahan membutuhkan ketelitian dan 
kecermatan dalam menyelesaikannya 

     

2. Semakin baik kinerja keuangan semakin dapat 
mendeteksi kesalahan atau kecurangan dalam 
keuangan yang dilakukan obyek pemeriksaan 

     

unambiguous (Tidak Ambigu) 

3. Semakin baik kinerja instansi pemerintah, 
semakin mudah mencari penyebab munculnya 
kesalahan serta dapat memberikan rekomendasi 
untuk menghilangkan penyebab tersebut 

     

4. Apakah laba istansi meningkat dari tahun 
sebelumnya 

     

5. Pendapat instansi mengalami pertambahan dari 
tahun sebelumnya 

     

simple (Sederhana) 

6. Banyaknya tugas yang diterima dapat memacu 
kinerja instansi pemerintahan untuk 
menyelesaikan pekerjaan dengan cepat tampa 
terjadi penumpukan tugas 

     

Sumber : (Supraja et al., 2019) 
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